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BAB III
PENCABUTAN HAK MILIK ATAS TANAH KELEBIHAN
DALAM UUPA NO. 5 TAHUN 1960

A. Tanah dan Hukumnya

Tanah sangat erat sgekali hubungannya dengan
kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan
tanah bahkan bukan hanya kehidupannya, untuk mati-

pun manusia wemerlukan sebidang tanah.

Tanah yang dapat dikuasai oleh warga negara
terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang ber-
hajat terhadap tanah senantiasa bertambagh. Selain
bertambah banyak jumlah manusia Yang memerlukan ta-
nah untuk tempat perumnhan, juga kemajuan dan per-
kembangan ekonomi sosial, kebhudayaan, | teiknologi
menghendeki pula tersedianya tanah yang banyak um-
pamanya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik
perkantoran, tempat hiburan dan Jalan-jalan untuk

perhubungan.,

Bertambah lamas dirasakan seolagh-olah tanagh

menjadi sempit, menjadi sedikit sedangkan perminta-
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an selalu bertambah, maka tidak heran nilai tanah
Jadi meningkat tinggi, tidak seimbang antara per-
sediaan tanah dengan tansh itu, telah menimbulkan

berbagai persoslan yang banyak segi-seginya,

Sehubungan dengan itu, peraturan tentang pe-
nguasaan dan penggunaan tansah, yang dengan singkat
dapat disebut: "Hukum Tangh" seharusnya terdiri da-
ri ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan perkem-

bangan.

Sebelum tahun 1960, yakni sebelum berlakunya
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan
dasar pokok-pokok Agraria, di negara kits masgih ber-
laku dua macam hukun yang uenjadi dasar hukum per-
tanahan yaitu hukum adat dan hukum barat, sehingga
ada dua macam tanah yaitu: Tanah adat, atau bisa
disebut Tanah Indonesia dan tansh barst yang bisa

disebut Tanah Eropa.

Adanya dua macam hukuu tanah yang terkenal
dengan sebutan dualisme, itu sebagai peninggalan
zaman India Belanda, sering menimbulkan berbagai
kesulitan disamping memang merupakan hal yang tidak

sesuai dengan cite-cite persatuan bangsa Indonesia.
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Hukum tanah zaman kolonial itu didasarkan
kepada "Agrariche Wet" (Sebuah undang~undang yang
dibuat di negeri Belanda pada tahun 1870)dengan pe-
raturan pelakpanasannys yeng disebut: mpgrarische
Besluit" mengumandangkan suatu "Domein Verklaring"
yang menyatskan bahwa gemua tanah yang orang lain
tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknysa,

maka tanah itu menjadi milik negara.

Tanah-tanah yang berdasarkan hukum Eropa se-
bagaimans diatur delam kitab undang-undang hukum
perdata yang banyak dimiliki oleh orang-orang Be-
landa atau yang diperssmakan dengan Belanda, diberi
Jaminan kepastian hukum. Sedangkan tanah-tanah yang
berdasarkan hukum adat yang banyak dipunyai oleh

rakyat Indonesia asli, tidak terjamin kepastian hu-

kumnya.

Apa yang diatur dalam hukum tanash, maka ada
yang mengatakan hukum tanah adalah: Hukuﬁ yang me-~
ngatur tanah. Ini ada betulnya, tetapi hanya se-
bagian. Untuk lebily jelasnya akan saya tinjau kem-
bali diantaranye :

- Apa obyek hukum tanah, ialgh: Hak-hak penguascan

atas tanah.
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- Apa itu hak-hak penguasean atas tanah, ialsh: Hak
hak yang memberi wewenang pada si yang punya, hak

untuk berbuat sesuatu dengan tanah.

Adapun hek-hak penguasaan atas tansh ada dua

macam :

l. Yang masih berupa lembaga hukum, misalnya: Hak
milik, hek guna usahas hak guna bangunan dan lain

lain.

2. Yang sudah merupakan hubungan konkrit antars su-
byek dengan tanah tertentu, misalnya: Tanah ter-
tentu milik si thoyib yang terletak di Jalan pe-

muda dengan batas-batas ....... dan geterusnya.

Dan dapat diakui oleh siapapun juga, bahwa
masalah tanah sengat penting dalam tiap masyarakat,
manusia tidak dapat hidup tanpa tanah, ia berdiri
dan bekerja tiap hari diatas tanah, di dalam rumsh
ie duduk, berbaring atau tidur, berdiri di atus ta-
nah, bahkan mokanan yang terpenting di  Indonesia,
yaitu‘® Beras yang berasal dari padi yang ditanam
di tansh, disamping itu tanah sebagai tempat mayat
manusia dikubur, tansh juga dibutuhkan manusia yang

hidup maupun yang mati.
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Maka dengan demikian dapat dimengerti, bahwa
dalam tianp-tiap mesyarakat hukum kekayaan  tentang
tanah bersifat lebih mengikat dari pada bagian-bagi
an yang lain dari pada hukum itu, hal ini juga di-
lihat dalaw lingkungan hukum antar golongan.

Dalam hukum adat berbagai peraturan menge-
nai hak-hak atas benda berpusat pada hak-hak atas
tanah sedemikian rupa, sehingga hak-hak atas tanah
itu diperlukan secara agak istimewa, berbeda dengan

hak-hak atas benda lain yang bukan tanah,

Hukum Eropa dari Burgerlijk wWeboek pun yang
disingkat dengan BW sebenarnya menitik beratkan pa-
da makna dari berbagai peraturannya pada tanah; ha-
nya saja tidak menggunalican dengan kata-kata terange.
(Prof. Dr. R. Wirjono Prajakora, SH., hlm. 51).

Schubungan dengan hak-hak atas tanah, ma ka
dalam pasal 8 UUPA ditentukan lebih jauh bahwa:Ber-
dasarkan kekuasaan negara yang disebut dalam pasal
2 akan diatur dalam masalah pengambilan kekayaan
alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang ang-
kasa, tentang ini oleh penguasa akan diadakan per-

aturan tersendiri.
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Disamping itu pemerintah dapat pula menen-
tukan dan mengagtur hubungan hukum antars orang de-
ngan bumi, air dan ruang angkasa (ayat 2 sub b dari
pasal 2 UUPA) berdasarkan ketentuan ini peumerintah
daput wenetapkan hax-hak atas tanah yang dapat di-
punyai oleh seseorang dalam rangka inipun harus ki-
ta lihat berbagai ketentuun tentang hak-hak poerge-
orangan atas tansh yang ditetapkan dalam UUPA, mi-
salnya pada bab II dari UUPA yang mengatur "Hak-Hgk
atas tanah" air dan ruang angkaga. (Pgﬁf. Mr. Dr.

Sudargo Gautama, hlm., 57).

Oleh karena itu bagi penguasa juga diberi
wewenang untuk menentukan dan mengatur hubungan-hu-
bungan hukum antars Orang-orang dan perbuatan- per-
buatan yang mengenai bumi, sir dan ruang angkaga
(pasal 2 ayat 2 sub ) dalanm rangka ini dapat ditun-
J8E 3202 BeThagal Latentis o F2g lanihnt 4dalam MO,

(Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, hlm, 58).

Dengan demikian kesatuan hukum bagi semug
rakyat Indonesia atas tanah karena dengan berlaku-
nya UUPA. Ini maka tidaklah diadakan perbedaan an-
tara tenah-tansh yang berdasarkan stas hukum adat
yang lazim disebut, tanash Indonesia di satu pihak
dan tanah yang didasarkan atas hukum barat di lain
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pihak.
Menurut pasal 5 UUPA yang menycbutkan :

"Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan
ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak
bertentangan dengen kepentingan Nasional dan
Negara yang berdasarkan atas peraturan bangsa,
dengan sosiaslisme Indonesia serta dengan  per-
aturan-paraturan yang tercantum dalam undang-
undang ini dan dengan peraturan perundangan la-
innya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur
unsur yang berdasarkan pada huikum agama".
Jadi menurut UUPA pengertian hukum Agraria
itu ialah: Keseluruhan kaidah-kaidah huku,baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur

Agraria.

Hukum tanah sebagai bagian dari hukum Agra-
ria, yang mengatur hubungan-hubungan hukum dengan
tanah. Ruang lingkup hukum tanah yang meliputi pe-
ngaturasn tentang macam-macamnya hubungan- hubungan
hukum itu (yang disebut hak), isinya (Wewensasng=-we-
nang dan kewajiban-kewnjiban yang empunyé tanah me-
ngenal tunah yang dihaek'i) jangka waktunya pemba-
tasan mengenai tanah (luasnya) yang boleh di hak'i,
subyek-subyek hukum yang boleh mempunysinya demi-
kian juga perbuatan-perbuatan hukum yang mencipta-

kan hubungan-hubungan hukum dengan tanah, yang mem-
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bebanl suatu hak atas tanah dengan hak yang lain
(hak atas tansh yang lain ataupun hak jeminan) ser-
ta yang mengakibatkan beralihnya atau hapusnya ge-

suatu hak.

Hukum tanah tidak hanys mengatur  wewenang-
wewenang dan xewajiban-ikewajiban Negara dan alat-
alatnya yang berhubungan dengan tanah (hukum tanah
Administratif) melainkan juga hubungan-hubungan hu-
kum antara tanah dengan orang-orang,badan-badan hu-

kum perdata. (Haryanto T., hlm. 3).

Oleh karena itu dalam ruang lingxup hukum ta-
nah juga meliputi keseluruhan peraturan - peraturan
hukum, baik yungltertulis moupun yang tidak tertu-
1lis yang mengatur hak-hok penguasaan atas tanah,
yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-

hubungan yang kongkrit dengan tanah.

Sehingga yang menjadi dasar pertimﬁangan un-
tuk berpendapat bahwa, hukum tgnah itu merupakan
bidang hukum yang dapat dibehas dan dipelajari sge-
bagai hukum yang berdiri sendiri, inipun memerlukan

alasan-alasan diantaranya :

a. Peraturan-peraturan hukum tanah semuanya mempu-

nyai persamnan obyek, yaitu: Hak-hak yang Hme-
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rupakan lembaga-lembaga hukum mengenail penguasa-
an tanash dan hubungan-hubungan hukum kongkrit
dengan tanah dan dapat disusun pula menjadi satu

kegatuan yang sistimatis.

Mempermudah siapa-siapa yaung mempelajarinya.

Dengan demikian hak-hak penguasaan atas ta-

nah sehbagai lembaga hukum dan sebagai hubungan yang

kongkrit tentunya aken menimbulkan suwatu perbedaan

tentang masalah itu diantaranya :

1)

2)

Hak-hak penguasaan sebagail lembaga hukum artinya
hak-hak itu belum dihubungkan dengan subyek dan
obyek (tanah) tertentu misalnya: Hak milik, hak

guna bangunan (tidak disebut punyaan siapa).

Hak-hak penguasaan sebagai hubungan hukum  yang
kongkrit artinya: Hak-hak itu sudah dihubungkan
dengan subyeck dan obyek (tanah) tertentu mipal-
nya: Milik sl A atau tunalhh itu hak gdna bangunan
kepunyaan si B. (Effendi Perangin, hlm. 29).

Dalam pasal 6 disebutkan bahwa: Semua hak a-

tas mempunyai fungsi sosial, yang artinya; tanah

harus dipergunakan sedemikian rupa, sehingga  mem-

beri manfaat bagl pemiliknya dan masyaraskat sexeli-
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lingnya, tanoh tidak semata-mats untuk kepentingan
8i pemilik saja, tetapi juga untui kepentingan ma-
syarakat, pemilikan tanah tidak boleh merugikaon ke~

pentingan umum,

Tanoh harus digunskan gesuai dengan sifat
haknya. Kepentingan berorangan don masyarsaskat harus
saling mengimbangi. Karenas itu harus ada rencana
peruntukan dan penggunaan tanah, yang ditetupkan o-

leh pemerintah,

Sehubungen dengan fungsi sosial itu,maks ta-
nah harus dipelihara dengan baik, ditambah kesubur-
annya dan dicegah kerusakannya.

Tidok saja pemilik, tetapi juga orang lain
yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah, migal-
hya penyewa meupunyai kewajiban melaicganakan fungsi

soslal.

Di Indonesia, hak atas tanah berigi wewenang
dan kewajiban. Ini berlainan dengasn hok milik (ei-
gendom) dalam hukum barat, dimana yang ada hanya

wewenang tidak ada kewajiban.

Pasal 7 : Untuk tidak merugikan kepentingan

umum maka pemilik dan penguasaan tanah yang melam-
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paul batas tidak diperkenuankuan.

Pasal ini wmenurut pringip dasar dari  land-
reform, perhatikaenlah, yang dilarang ialah: Pemili-
kan dan penguasaan tanah yang melampaul batas. Pa-
sal 7 ini dimsxsudkan mencegah "Grote Grond Bezit":
Pemilikan tanah secara besar-besaran, dan mencegsah
timbulnya tuan tanah: Landheer: Landlord. (Efendi
Perangin, S.H., hlm. 221).

Hukum Apgraria yang dasarnya adalah: UuPA,
tidek hanys mengatur tentang tanah saja, tetapi ru-
ang lingkupnya meliputi seluruh bumi, air dan ruang
angkasa termasuk kekayaen alam yang terkandung di
dalamnya. Ditegaskan pula bahwa pengertian bumi,air

dan ruang angkasa adalah sebagai berikut :

- Bumi selain permukaan bumi, terwasuk pula  tubuh
bumi di bawahnya serta yang berada di bawoh air.

- Air, termasuk bgik perairan, pedalaman’ iaupun la-
ut wilayash Indonesia.

- Ruang angkasa, ialah ruang di atas bumi dan air.

Sedangkan yang dimaoksud dengan tanah ialah:
Hanya permukgan bumi, jadi merupakan sebagian dari
bumi, yang termasuk ruang lingkup hukum agraria se-
perti disebut di atas. Sehingga bolehlah dikatakan
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hukum Agraria meliputi pula hukum tanah, artinya :
Hukum tanah itu merupakan bagian dari hukum Agraria.

(K. Wantjik saleh, S.H., hlm. 10).

Darl sisi lain pengertian hukum asgraria ia-
lah: Keseluruhan kaidah-kaidah hukum Yang mengatur
agraria (meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dan ruang angkasa dalam ba-

tas tertentu. (Drs. Sudarsono, hlm. 180).

Duri sisi lain juga disebutkan tentang hukum
kebendsan dengan arti, bahwa semua kaidah hukum
Yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan

mengatur hak-hgk atas benda.

Hukum kebendasn ini dalam KUHS, dimuat dalam
kitab 1-11 dan Bab 19-21, bab pertama mengatur apa
yang diartikan dengan bernda, yang dimaksud sebagai
benda ialeh : Semua barang berwujud dan hak ( kecu-

ali hak milik) (Soediwan Kartoharodjo, hlm. 92),

Tujuan pokok Undang-Undang: Agraris

Yang menjadi tujuasn pokok undang-undang  A-

graria, ialah :
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l. Meletakkan dasar-dasar bapi penyusunan hukum A~
graria Nasional, yang ekan merupaian olat untuk
membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadaan
bagi negara dan rakyst, terutama rakyat tani,

dalam rangka menuju masyaraikat adil dan makmar .

2. Meletakkan dastr-dasar wntuk mengadekan kesatuan

den kesederhananan dalam hukum pertanashsn.

3+ Meletokkon dasar-dasar untuk memberikan kepasti-
an hukum mengenai hak-hak atas tsnah bagi rakyat

seluruhnya. (K. wanjtik, hlm. 10).

Dagar Hukum Apgraria Nasional

Dengan tujuan pokok seperti tersebut di atas
diletakkan dasar hukum Agraria Nasional, sebagai~
mans dicantumkan dalam pertambangan UUPA, bahwa hu-~
kum Agraria Nasional itu harus mewujudkan penjelma-
an dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa,perikemanusia~
an, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial,ge-
bagal azas kerohanian negara dan cita-cita bangsa

seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar.

Dasar tersebut di atas sebagian tertuang pu-
la sebagaimana dapat dibaca dalam pasal 1 ayat 1-2

dan 3, UUPA sebagai berikut :
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l. Seluruh wilayah Indonesia adalah: Kesatuan tanah
air dari geluruh rekyat Indonesia, yang bersatu

sebagal bangsa Indonesis.

2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termaguk
kekaysun alom yong terkandung di dalamnya dalam
wiluyah Republik Indonesia, sebugal karunia Tu-
han Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang ang
kasa bangsa Indoensia dan merupakan kekayasn Na-

sionsal.

3. Hubungan antaras bangsa Indonesia dan bumi, air
serta ruang angkasa termssuk dalam ayat 2 pasal
ini adalah hubungan yang bersifat abadi. (K.want
Jik saleh, S.H., hlm, 11).

Adopun dasar-dasar hukum pAgraria dalem UUPA
yang tercantum delam pasal 2 sebagai berikut

l. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Un-
dang-undaong dasar dan hul-hal sebagai yang  di-
maiisud dalem pasal 1, bumi, air dan ruang angka-
sa, termasuk kekaysan alam yang terkandung di
dalamnya itu pada tingiiatan tertinggi  dikuasai
oleh Negaras, sebagai organisasi kekuasasn selu-

ruh rakyat.
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Hak menguasai dari Negaras termasuk dalam ayat 1

pasal ini memberi wewenang untuk ;

a. Mengatur den menyelenggarakan peruntukan,peng-
gunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air
dan ruang angkasa.

b. Menentukan dan wengatur hubungan-hubungan hu-
kum antaera orang-orang dengan bumi, air dan
ruang angkasa.

Cc. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hu-
kum antara orang-orung dan perbuatan-perbuat-~
an hukum yang mengenai bumi, air dan ruang

angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari
negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunskan
untuk mencapail sebesar-besarnya kemakmuran rak-
yat, dalam arti kebshagiaan, kesejahteraan dan
kewerdekaan dalaw masyarakat dan negara hukum
Indonesia yang merdeks, berdaulat adil dan mak-

mur,.

Hak menguasail dari negara tersebut di atas pe-
laksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-dae-
rah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum

adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan



47

dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-

ketontuan peraturan peuerintah.

Untuk lebih mentauhidkan dari pada dasar-da-
sar UUPA Nasional, maksg ini perlu adanya pasal ge-
lanjutnys diantaranya: yang tercantum pada pasal 3:
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1
dan pelesiksanaan hak ulayat dan hake-hak yang serupa
itu dari masyarakat-masyaraiat hukum adat,sepanjang
menurut kenyataaunyas magih ada, harus sedemixign
rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nagional
dan Negara, yang berdusarkan atag persatuan bangsa
serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang
yang lain yang lebih tinggi.

Dalam pasal 4 juga disebutkan dalam hal yang

sama dengan di atas sebagasi beriiut :

1. Atas dasar hak menguasai dari negaras sebagai
yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukaﬁ dengan
macam-uacam hak atas permukaan bumi, yang dise-
but tansh, yang diberikan dan dipunyai oleh o-
rang-orang, baik sendiri mwaupun bersama-sams de-

ngan orang -orang lain gerts badan-badan hukum.

2. Hak-hak atas tanagh yang dimsksud dalam pasal 1,

pasal ini memberi wewenang untuk  mempergunakan



1.

2.

1.

48

"Untuk tidak merugikan kepentingan umu, maka
pemilik dan penguasasn tanah yang melampauil ba-

tas tidak diperkenankan®.

Dalam pasal 8 disebutkan sebagai berikut :

"Atas dasar hak menguasai dari negara sebagal
yang dimeksud dalam passal 2 diatur pengambilan
kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air

dan ruang angkasa",

Duilam pasal 9 disebutkan sebagai berikut

Hanya warga Indonesis dapat mempunyai  hubungan
yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang ang-

kasa, dalum batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.

Tiap-tisp warga negara Indonesia, baik leki-lgki
Inaupun perempuan mempunyai kesempatan yang sams
untuk memperoleh sesuatu hak atas tansah serta
mendapat manfast dari hasilnya, baik bagi diri

sendiri maupun keluarga.

Dalam pasel 10 disebutkan sebagai berikut :

Setiap orang dan badan hukum yeng mempunyai ge-
sustu hak atas tanah pertasnian pada aszasnya di-
wajibkan mengerjauan atau mengusahakannya sen-

diri secara aktif, dengun mencegah cara-cara pe-
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tanash yang bersangkutan, demikian pula bumi dan
air serta ruung sngkasa yang ada di atasnya, se-
kedar diperluikan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam
batas-batas menurut undang-undang ini dan per-

aturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Selain hak-hak atae tanah sebagai yang dimaksud-
kan dalam ayst 1, pasal ini ditentukan pula hak-

hak atas alir dan ruang ongkasa.

Dalam pasal 5 yamng menyangkut mengenal dasar

dasar hukum agraria diantaranya: Hukum Agraria yang

berlaku atas bumi, air den ruang angkasa ialah: Hu-

kum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan  ke-

pentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan a-

tas persatuan bangsa, dan sosialisme Indonesia ser-

ta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam

undang-undang ini dengan peraturan perundamgen lain

nya, segala sesustu dengan wengindahkan unsur-unsur

yang bersandar pada hukum agoma.

Dalam pasal 6 disebutkan sebagai berikut :

nSemua hak atas tanah berfungsi sosial".

Dalam pasal 7 disebutkan sebagai berikut
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merasan.

Peloksanaan dari pade ketentuan dalem ayat 1 pa-
sal ini axan diatur lebih lanjut dengan peratur-

an perundangan.

Pengecunlian terhadap azas tersebut pada ayat 1

paesal ini diatur delam peraturan perundangan.
Dalam pasal 1l digebutkan sebagai berikut :

Hubungan hukum antara orang, terumasuk bademn hu-
kum dengsn bumi, air dan ruang angkasa serta we-
wenang yang bersumber pada hubungan hukum itu
akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut
dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas
kehidupan pekerjaan orang laln yang melampaul ba-

tas.

Perbedaan dalam keadaan uasyarakat dan keperluan
hukum golongan raekyat dimana perlu dan tidak
bertentangan dengan kepentingan Nasiohal diper-
hatikan dengon menjamin perlindungan terhadap

kepentingan golongan yang ckonomi lemah.

Dulam pasal 12 disebutkan sebagail berikut :

Segala ussha bersuma dalam lapasngan agraris di-

dasarkan atas kepentingan bersama dalam  rangka
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kepentingan bersama dalam rangka kepentingan Na-
slonal, dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong
royong lainnya.

Negara dapat bersama-gams dengan pihak lain me-
nyelenggarakan usaha bersamas dalam lapangan ag-

raris.
Dalam pasal 13 disebutkan sebagai bLerikut :

Pemerintah beruseha supays usaha-usaha dalam la-
pangun agraria diatur sedemikian rupa, sehingga
meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat se-
bagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 gerta
wenjamin begi setiap wurga negara Indonegia de-
rajat hidup yang sesusi dengan martabat manusgia,

baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pemerintah mencegeh adanya usshea-usaha dalam la-
Pangan agrarias dari organisasi-organisasi dan

perorangan yang bersifat monopoli swasta.

Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria
yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggara-

kan dengan undang-undang.

Pemerintah berussha untux memajukan kepastiandan
menjamin sosial, terussuk bidang perburuhan, da-

lam usaha-ussha di lapangan sgraria.
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Dalam pasal 14 disebutkan: Pasal ini  meng-
tur perencunaan, persedisan, peruntukan dan peng-
gungan bumi, air dan ruang angkasa. Hal-hal itu sa-
ngat penting mengingat akan perkembangan perekono-
inian negara di kemudian hari. Industri dan pertam-
bangan akan mempunyai peranan yang sangat penting,
maka disamging perencanaan untuk pertanian, perlu
diperhatikan pula tanah untuk industri dan pertam-
bangan. Perencanaan itu tidak saja bermaksud menye-
diakan tanaoh, tetapi juga ditujukan untuk memajukan

usaha-usaha tersebut.

Dalam pasal 15 disebutkan : Memelihara tanah
termasuk kesuburannya serta mencegah  kerusakannya
adalah ; Kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum a-
tau intensi yang mempunyai hubungan-hubungan dengsn
tanah itu, dengan memperhatikan fisik yang ekonomi

lemah. (Efendi Perangin, S.H., hlm. 213=-228).

Dalam buku yang lain disebutkan tentang pe-
nyusunan hukum agraria Nasional yang dimuat dalam

UUPA di antaranya :

l. Wilayah Indonesia adalah : Suatu kesatuan tunah

air dari bangsa Indonesia.
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Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya adalah :Kekaya-

an Nasional Indonesisa.

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnysa, pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh Negara. (Pasal 2 ayat 1)

Hak masyarakat hukum adat diakui.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial
(pasal 6).

Laki-laki dan perempuan mempunyal hak yang sama.
Tanah terutama untuk kepentingan wurga negara
Indonesia.

Perlindungun bagi negara ekonomi leuwsh (pasal 11)
Monopoli dalam usuha agraria oleh swagta dila-
rang.

Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahaksan
secard aktif oleh pemiliknya scndiri. (Pasal 10
ayat 1).

Perlu diadakan rencana mengensai perunfukan,peng—
gunsan dan persediaan bumi, air dan ruang ang-
kasa untuk perbagai kepentingan hidup rakyat dan
negara. (LEfendi Perangin, S.H., hlm. 176).

Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup hal

pertanahan beserta segala seluk beluknya tersebut,
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menurut undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang per-

aturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) secara ter-

perinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.

3.

4.

S5e

Seluruh bumi, dalam arti disamping permukasan bu-
mi (yang disebut tanah), termasuk pula tubuh bu-
mi dibawahnya serta bagian bumi yang berada di-
bawah air (Pasal 1 ayat 2 JO ayat 4 UUPA).

Seluruh air, dulam arti perairan, baik perairan
pedalaman maupun laut wilayah Republik Indonesia

(Pasal 1 ayat 2 JO ayat 5 UUPA).

Seluruh ruang angkasa, dalam arti ruang yang ada
di atas buml dan air tervebut dl atas (Pasal 1

ayat 6 UUFA).

Sumber-gumber kekayaan alam yang terkandung di
dalam bumi, yang disebut bahan-bahan galian atau
sumber-sumber galian yang pada dasarnya merupa-
kan obyek dari ussha-usaha industri, pertambang-

an dan sejenisnys.

Sumber-gumber kekayaan alam yang terkandung di
dalem air, balk perairan pedalaman maupun per-
airan laut wilaysh Republik Indonesia, misalnya
ikan dan sebangsanya, den lain sebagainya. (Pur-
nadi Purba Careska, S.H. dan Ahiad Ridwan Halim,
SeHe, hlm. 9).
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D. Ketentuan Tentang Pencabuton Hak Milik ptas  Tansh

Kelebihan Dalam YUPA No. 5 Touhun 1960

Pencabutan hak atas tanah ini adalah:Sebagai
tindak lanjut dalam hal usaha pemerintah untuk mem-
peroleh tanah dari rakyat melalui pembebasan tanah
(musyawarah) tidak berhasil. Apakah yang dimsksud
dengan pencabgtan hak atas tanah atau bisa dising-
kat dengan pencabutan hak, itu diambil dari istilah
asing "Onteigening". Dasar hukum untuk melakukan
pencebutan hak ini adalah : Pasal 18 UUPA No. 5 Ta-
hun 1960, Jis Undang-undang No. 20/1961 tentang
pencabutan hak-hek atas tanuh dan benda-benda yang
ada diatasnya dan ingtruksi Presiden No. 9 Tahun
1973 tentang pedoman-pedoman pelaksanaan pencabutan
hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatas-
nya, dengan beberapa peraturan organiknya yang di-
keluarkan oleh Menteri Dalam Negeri pertama tanggal
30 Desember 1961 No. 32391/61, tentang panitia te-

tap penaxsiran setempat dan seterusnya.

Baik UUPA No. 5/1960 msupun undang-undang No
20 Tahun 1961 tidak memberi definisi dari pencabut-
an hak ini., Maka untuk sekedar dipakai sebagal pa-

tokan bagl pasra peminat, yong dimaksud pencabutan
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hak adalah: Sustu perbuatan hukum yang bersifat se=-
beleh pihuax dilakukan oleh pemerintsh dalam lapang-
an agraria, ditujukan kepada pemegang halk berdasar-
kan kekuassaan yang khusus. Penjelasannya sebagai
berikut : Pencabutan hek ini harus dilekukan gemata
mata karena kehendak pemerintah tanpa musyawarah
atau icompromi dengan pemegang hak, yeng membawa a-
kibat hapusnya hak tersebut tanpa adanya kesalahan
dari pemegang hak, dan sebagai imbalannya diberikan
genti rugi yang layak (Pasal 18 No. 5 Tahun 1960)
Mengenal tujuan dari pencabutan hak ini adalah: Un-
tuk memperoleh tanah dari rakyat secara paksa, ka-
rena mugyawarah telah mengalami jalan buntu. Jadi
pencabutun hak ini dilakukan dalom keadasn yang me-
maksa, setelah usaha-usaha damai dilakukan  tetapi
gemuanya mengalami jalan buntu, dalam welaksanakan
pencabutan hak ini sebuah punitia yang berfungsi
untuk melakukon penaksiran tentang berapa besarnya
ganti kerugian astas tanah atuu bendu-behdu yang
haknyn e@kan dicabut itu. Panitia ini disebut pani-
tia penaksiran (Srt. Menteri No. 32391/61).Terhadap
keputusan mengenai jumlah ganti kerugian yang tidak
dapat diterima karens dianggap kurang layak, maka
pemegung hak dapat uwengajukan banding kepada peng-
adilan tinggi ini merupakan putusan tingkat pertama
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dan terakhir, dan selama dalunm proses pengadilan
tidak menunda Jalannya pencabutan hak dan penguasa-
annya (Pasal 8 ayat 1 dan 3 UU No. 20/1961). (Bahsan
Musthafa, S.H., him. 68),

Pencabutan hax milik atas tanah dalam pasal
18 dijelaskan: Bahwa untuk kepentingan umum, ter-
masuk kepentingan bangsa dan negara serta kepen-
tingan bersama dari rakyat, hak-hek atas tanah da-
pat dioabut dengan mewberi ganti kerugian yang 1la-

yak dan menurut cars yang diatur dengan undang -un-

dang.

Pasal ini pada satu fihak memberikan landag-
an hukum kepada penguasa untuk dapat memperoleh ta-
nah yang diperlukannya guna menyelenggarakan kepen-
tingan umum. Pada lain pihak ketentuan itu merupg-
kan jaminan bagi rokyat mengenai hak-haknya atas
tanah terhadap tindakan Bewenang-wenang dari peng-
uasa. Jadi pencabutan hak untui kepentingbn umum
dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat - syarat
tertentu, syarat-gyarat tertentu, syarat-gyarat ma-
na selain ditetapkan dalam pasal 18 juga pada suatu
undang=-undang yang akan uengatur cara-cara melaksa-
nakan pencabutan hal itu, dengan demikian maka ke-

tentuan pasal 18 itu pada hakikatnya merupakan pe-



58

laksanaan azas dalam pasal 6 UUPA.

Pencabutan hak menurut UUPA adalah: Pengam-
bilan tanah kepunyaan sesuatu fihsk oleh nogara
secara paksa, yang mengakibutkan hak atas tangh itu
menjadi hapus, tenpa yang bersangkutan me lakukan
pelanggaran atau lalai dalam memenuhi suatu kewa-

Jiban hukum.

Menurut UU No. 20/1961, pencabutan hak atas
tanah hanya boleh dilakukan :

l. Untuk kepentingan umum, terwasuk kepentingan ke-
pentingan bangsa, negara serta kepentingan ber-
sama dari rakyaet, demikian pula kepentingan pem-

bangunan.

2. Sebagal cara yang terakhir untuk memperoleh ta-
nah yang diperluaskan, yaitu: Jikg mugyawarah
dengan yeng punya tidak dapat membawa hasil yang
diharapkan. '

Dari syarat-syarat di atas bila kita gabung
dengan . isi pasal 18, maka ada 5 gyarat untuk pen-

cabutan hak atas tanah :

1. Dilakukan untuk kepentingan umum terumasuk kepen-

tingan bangsa dan negara serta kepentingan ber-
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sama dari rakyat, dan kepentingan pembangunan.

2. Memberi ganti rugi yang layak kepada peinegang
hak.

3+ Dilakukan menurut cara yang diatur oleh undang-
undang .

4. Pemindahan hak menurut cara biasa tidak mungkin
lagi dilakukan (misalnya: Jual beli atau pembe-
basan hsk).

5. Tidak mungkin memperoleh tanah di tempat lain
untuk keperluan lain. (Efendi Perangin, S.H. hlm
37). '

Dalam pengertian yang lain disebutkan ten-
tang pencabutan hak atas tanah ialah: Mengambil ta-
nah kepunyaan suatu pihak oleh negara secara paksa,
yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus
tanpa yung bersangkutan melakukan suatu pelanggaran
atau lalai dalam memenuhi kewsjiban hukuf (Efendi

Perangin, S.H., hlm. 77).

Menurut pasal 17 den 18 UUPA menetapkun ba-
tas makgimum hak atas tansh dan kemungkinan hak a-
tas tanah dapat dicabut% ketentuan tersebut terda-
pat dalam pasal 17 sebagaimang terungkap dalam Bab
1 dan untuk lebih menguatkan, yaitu pasal 18 yang
berbunyi :
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"Untuk kepentingan umuwn, termasuk untuk kepen-
tingan bangsa dan negara serta kepentingan ber-
sama dari rakyat hok-hek atas tanah dapat di-
cabut, dengon memberi gunti kerugisn yang layak
dan menurut cara yang diatur dengan undang-un-
dang. (Drs. Sudarsono, hlm, 196).

Beberapa cara perolehan egendom yang tidak
dicontumkan dalam pasal 639 akan dibicarakan dalam
nomer ini. Pertama-tama kita kensl yeng disebut:
?encabutan hak untuk kepentingan umum, hal mana te-
leh diatur dalum undang-undang pencabutan hak dari

tahun 1851; bandingkan juga pasal 158 Grondwet.

Dengan keputusan haitim untuk pencabuten hak
dan dengon pendaftaran keputusan tersebut di dalam
dafter umum, beralihlah eigcndom kepada pihak yang
mencabut, yang itu senantiasa ialah: Negara atau
sebuah persekutuan hukum publik lein. (H.P.A. Voll-
mar, hlm., 251.

570. Hak milik adalsh : Hak untug menikmati
suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat
terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asal-
kan tidak bertentengsn dengan undang-undang atau
peraturah umum yang ditetapkan oleh kuasa yang ber-
wenong dan asal tidak mengganggu hak-hak orang la-

in; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pen-
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cabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian
kerugian yeng pantas, berdassarkan ketantuan-ketentu
an perundang-undangen. (Nlniek Suparni, S.H. hlm.
170).



